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c. bahwa berdasarkan perti.mbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan 
ketentuan tentang Perjalanan Dinas dengan Peraturan 
Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3420); 

b. bahwa memperhatikan kondisi dan kebutuhan kedinasan di 
lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah 
dengan tetap mengedapankan prinsip efisiensi, efeknvitas, 
kepatutan. dan kewajaran, sesua.i kewenangan Kepala 
Daerah sebagaimana ketentuan pasal 3 huruf ayat (2) 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 
2020 Tent.ang Standar Harga Satuan Regional, maka 
dipandang perlu unruk melakukan penyesua.ian ketentuan 
perjalanan dinas sesua.i kondisi ril di Kabupaten Halmahera 
Tengah; 

a. bahwa uncuk melaksanakan ketentuan pasal 51 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 
Ten rang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan pasal 
3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 
2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu 
menetapkan kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas; 

BUPATIHALMAHERATENGAH, 

DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DfNAS 
DI LINGKUP PEMERJNTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH 
NOMOR 42 TAHUN 2023 

BUPATI HALMAHERA TENGAH 
PROVINS! MALUKU UTARA 

' 
: 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041): 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pirnpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Jndonesia Tahun 2017 Nomor 2017, Tam bah an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 
Tent.ang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573): 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

2. Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang 
pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
Halmahera selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten 
Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi 
Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4262): 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4264); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonorni dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistern dan 
prinsip Negara Kesaruan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang mem.impin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Pasal 1 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI 
LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN HALMAHERA 
TENGAH 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten HaJmahera Tengah 
Tahun 2014 Nomor 9); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 
2020 Tentang Standar Harga Saruan RegionaJ (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 13/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tenrang 
Stander Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Serita 
Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363); 

I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 l 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 
Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor I); 
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4. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, 
adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Halmahera Tengah; 

7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah; 

8. Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeti Sipil 
Yang tidak menduduki jabatan stuktural; 

9. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkai dilingkungan 
Pemetintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah untuk jangka waktu 
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang 
bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan keburuhan dan 
kernampuan organlsasi dalarn kerangka sistem kepegawaian yang tidak 
berkedudukan sebagai pegawai negeri; 

I 0. Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertenru dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintaban; 

11. Pihak Lain adalah orang/pejabat selain yang diatur pada angka 3 sampai 
dengan angka 8 yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang: 

12. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati. Pimpinan DPRD. 
KepaJa Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabac yang berwenang 
dalam penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas; 

13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang cermasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut; 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersarna oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintab Daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang; 

16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan. menatausahakan, dan mempertanggung 
jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka peakanaan 
APBD pada SKPD; 

17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP20 atas beban pengeluaran DPA-SKPD; 

18. Perjalanan Dinas jabatan adalah perjalanan dinas yang melewati batas 
wilayah dan/atau dalam wilayah dari tempat kedudukan ke tempat yang 
dituju, melaksanakan rugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di 
dalam wilayah negara Republik Indonesia; 
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19. Perjalanan Dinas Dalam Kota merupakan perjalanan dari dan antar wilayah 
Kabupaten Halmahera Tengah untuk kepentingan dinas Pemerintah Daerah 
atas Perintah Pcjabat yang berwenang; 

20. PerjaJanan Dinas Dalam Negeri merupakan perjalanan dari tempat 
kedudukan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah ke Juar wilayah 
Halmahera Tengah dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia untuk 
kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang; 

21. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalan dinas yang dilakukan diluar 
w!layah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah at.as Perintah Pejabat 
yang berwenang; 

22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
aanggaran untuk rugas pokok dan fungsi SK.PD yang dipimpinnya; 

23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD; 

24. At Cost adalah biaya rill yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti 
pengeluaran yang sah; 

25. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu 
(pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus: 

26. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adaJah 
Surat Perintah Kepada Pcjabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil 
daerah dan Pegawai Tidak Tetap Daerah untuk melaksanakan perjalanan 
dinas: 

27. Wilayah jabatan atau ternpat kedudukan adalah wilayah kerja dalam 
menjalankan tugas atau tempat/kota/kantor/satuan kerja berada; 

28. Biaya Perjalanan Dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat 
Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil daerah, dan Pegawai Tidak 
Tetap daerah sebagai biaya daJarn rangka pelaksanaan perjalanaan dinas 
yang besarannya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas; 

29. Dokumen Pelaksa.naan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA­ 
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 
SK.PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran; 

30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SK.PD yang selanjutnya 
disingkat DPPA-SKPD rnerupakan dokumen yang memuat perubahan 
pendapatan dan belanja setiap SKPD yng digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran; 

31. SPP Uang Persedian yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pennintaan uang muka 
kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung; 

32. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya dis!ngkat SPP-GU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara penegeluaran unruk permintaan 
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung; 

33. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pennintaan 
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat 
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pambayaran langsung dan 
menambah saldo uang persediaan, sisa kas SPP-TU harus disetor ke kas 
daerah sebelum pelaporan SPP-GU bulan berikutnya; 
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( I J Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip 
sebagai berikut: 
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan 

prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; 
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja 

Pemerintah Daerah; 
c. efesiensi penggunaan belanja daerah; dan 
d. akuntabilicas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dmas 

dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas. 

Pasal 3 

BAB III 
PRJNSJP PERJALANAN DINAS 

( 1) Pera tu ran Bupati rm mengatur mengenai pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, 
Anggota DPRD, dan Pegawai Tidak Tetap dan/atau pihak lain atas 
persetujuan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau pejabat yang 
berwenang dalam hal yang sangat mendesak/ khusua dengan pertimbangan 
adanya hubungan erat antara perjalanan dinas tersebut dengan kepentingan 
Pemerintah Daerah yang biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Perjalanan Dinas Dalam Kota; 
b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri. 

Pasal 2 

BAB II 
RUANO LLNGKUP PERJALANAN DINAS 

34. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan 
kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari yang ditetapkan 
melalui Keputusan Bupati; 

35. Kelebihan Pembayaran adalah kelebihan pembayaran biaya perjalanan dmas 
baik yang ditimbulkan oleh kesalahan perhitungan besaran biaj a pe,jalanan 
dinas dan atau kelebihan pembayaran biaya perhari yang dibayarkan; 

36. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga. dan barangyang 
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 
senggaja maupun lalai: 

37. Biaya Transportasi Lokal adalah biaya transportasi dalam wilayah 
Kabupaten Halmahera Tengah dari tempat kedudukan ke tempatyangdituju 
dan sebaliknya. 

38. Uang representasi merupakan uang yang diberikan kepada Pejabat Negara 
(untuk tingkatan Kabupaten hanya diberikan Bupati dan Wakil Bupati) dan 
Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD untuk pelaksanaan tugas dan fungsi 
yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri untuk pelaksaan 
perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah 
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Pasal 3 

Dalam penerbitan Surat Togas dan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 
I. Bupati karena jabatannya dapat menerbitkan Surat Togas dan SPPD untuk 

dirinya sendiri dan wakil Bupati dalam rangka melakukan perjalanan dinas 
2. Wakil Bupati dapat menerbikan Surat Tugas dan SPPD untuk dirinya sendiri 

dalarn rangka melakukan perjalanan Dinas apabila Bupati tidak berada 
ditempat. 

3. Penugasan untuk Pimpinan DPRD ditandatangani oleb Pimpinan DPRD untuk 
d.irinya sendiri, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD; 

(1) Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawa.i Tidak Tetap 
yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat 
persetujuan atau perintah atasannya. 

(2) Persetujuan atau perintah atasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuklikan dengan persetujuan/nota dinas atasan Iangsung atau dapat 
dibuktikan dengan terbitnya SPPD Pejabat Negara, anggota DPRD, Pegawa.i 
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan 
din as. 

Pasal 2 

BABIV 
PERSETUJUAN DAN/ATAU PERINTAH PERJALAN DINAS 

(2) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka: 
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat padajabatan dan/atau 

tugas yang menjadi kewenangan instansi; 
b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; 
c. Pengumandahan (Detasering); 
d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; 
e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap 

seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan 
surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan 
jabatan; 

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena 
mendapat ceders pada waktu/karena melakukan tugas: 

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji 
Kesehatan Pegawai Negeri; 

h. mengikuti pendidikan Strata Diploma/SI/$2/$3; 
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; 
j. menjemput/mengantarkan ke ternpat pemakaman jenazah Pejabat 

Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan 
Perjalanan Dinas; atau 

k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat 
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Ternpat Kedudukan 
yang terak.hir ke Kota tempat pemakaman. 
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Pasal 5 

(I) Bia ya PerjaJanan Dalam Negeri terdiri dari: 
a. Uang harian, yang meliputi biaya makan dan uang saku, 

BAB V1 
BIAYA PERJAI..ANAN DINAS 

(I) Perjalanan dinas rnerupakan perjalanan dari tempat kedudukan ketempat 
yang dituju dan kembali ke kedudukan sernula dala.m rangka tugas 
kedinasan 

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibagi atas perjaJanan 
dinas dalam daera.h, luar daerah dan luar negeri. 

Pasal4 

BABV 
KEDUDUKAN PERJALANAN DTNAS 

4 Penugasan untuk anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, 
sedangkan SPPD duandatangani oleh Sekretaris DPRD, 

5. Untuk Sekcrtans Daerah, Sckretans DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, 
Kepala Bagian. dan Camat, Surat Tugas dan SPPD duandatangani oleh 
Pejabat satu ungkat diatasnya 

6. Untuk Pegawai Negeri Sipil bark Eselon II, Eselon Ill, Eselon JV, Staf Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan SKPD serta pihak lain yang 
dipandang perlu dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan luar 
daerah. termasuk luar daerah lingkup Provinsi Maluku Utara, Surat Tugas 
dan SPPD ditandatangani Bupau, atau WakiJ Bupati. atau Sekretaris Daerah, 
atau para Asisten. 

7. Untuk Pegawai Negeri Siptl baik Eselon II, Eselon Ill, Eselon IV, Staf Pegawai 
Negcri Sipll dan Pegawai Tidak Terap di lingkungan SKPD serta pihak lain yang 
dipandang perlu daJam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daJam 
daerah dan/atau luar daerah dalam wilayah Provinsi Maluku Utara, Surat 
Togas dan SPPD ditandatangani Bupati, atau Wakil Bupati, atau Sekretaris 
Daerah, atau para Asisten dan Pimpinan SKPD 

8. Untuk Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Tidak Tetap serta pihak lain di lingkup 
Rumah Sa.kit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat yang dipandang 
perlu melaksanakan urusan pernerintahan dalam daerah dan/atau luar 
daerah yang bersifat emergensi seperti merujuk pasien, mengantar jenazah, 
Surat Togas dan SPPD ditandatangam oleh Direktur Rumah Sa.kit, atau 
Kepala Puskesmas, a tau pejabat satu tingkat d1 atas pegawai yang ditugaskan. 

9. Dalam hal perjalanan dmas dilakukan oleh PNS yang bertugas di kecamatan 
daJam lingkup Kabupaten Halmahera Tengah, berlaku ketentuan sebagai 
berikut. 
a. untuk perjalanan dlnas dalam daerah, surat penugasan dan SPPD 

ditandatangani oleh Camat dan/atau Kepala SKPD. atau Kepala UPTD 
setelah mendapat persetujuan Pengguna Anggaran da.n UPTD yang 
bersangkuta.n; 

b. untuk perjaJanan dinas luar daerah berlaku ketentuan pasal 3 angka 6 
(enam). 

' 
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( 1) Bia ya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran perjaJanan dinas SKPD 
yang mengeluarkan SPPD yang bersangkutan. 

(2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar 
memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk meJaksanakan 
perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD. 

PasaJ 7 

(l) Biaya Perjalanan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 5 ayat (1) 
huruf a dan huruf f dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas 
tertinggi. 

(2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 5 ayat (1) huruf 
b disamakan antara Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerab 
Kabupaten Halroahera Tengah 

(3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana diroaksud dalam PasaJ 5 ayat (1) huruf 
b, huruf c, d, e, g dan huruf h dibayarkan secara at cost atau sesuai dengan 
biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pendukung yang sah. 

Pasal 6 

b. Biaya hotel/penginapan; 
c. Biaya tiket pesawat; 
d. Biaya transportasi lokal; 
e. Biaya taksi 
f. Biaya representasi: 
g. Biaya kontribusi pelatihan/pendidikan/kepesertaan; 
h. Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tujuan; 

(2) Biaya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada 
Pejabat Negara. Pejabat Eselon II, Pimpinan dan anggota DPRD. 

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan kepada Pejabat 
Negara. 

(4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b 
disesuaikan dengan biaya kontribusi pelatihan/pendidikan/kepesertaan yang 
dipersyaratkan dan fasilitas yang ditanggunggkan di dalam biaya konui.busi 
oleh pelaksana kegiatan. 

(SJ Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (11 digolongkan 
dalam 5 (lima) tingkat yaitu: 
a. Tingkat A terdiri Bupati, Wakil Bupati; 
b. Tingkat B terdiri dari Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, 

Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita dan 
Pejabat dari Lnstansi vertikal 

c. Tingkat C terdiri dari Pejabat Eselon lll; 
d. Tingkat D terdiri dari Pejabat Eselon rv dan GoJongan IV Non EseJon; 
e. Tingkat E terdiri dan Pegawai Non Eselon, Pegawai Negeri Sipil Golongan I 

dan Pegawai Tidak Tetap (PTT/Honorer/PPPK). 
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PasaJ 11 

(1) Uang harian perjalanan dinas diberikan sesuai hari yang ditentukan dalam 
SPPD yang merupakan batas tertinggi uang harian atau sesuai dengan 
kemampuan anggaran yang tersedia. 

(2) Oalam ha! terdapat biaya kontribusi untuk perjalanan dinas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) huruf g, yang membebankan termasuk 
untuk biaya penginapan pada bimtek/kursus dilaksanakan. maka biaya 
penginapan dan uang harian yang dlbayarkan hanya perlu satu hari sebelum 
dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan atau melihat kesesuaian antara 
tanggal tiket berangkat dengan tanggal bimtek/kursus dilaksanakan sesuai 
dengan tingkatan pelaksanakan perja1anan dinas. 

(3) Untuk kegiatan yang tidak menyediakan biaya transportasi, uang harian dan 
biaya penginapan oleh pibak yang mengundang, maka kepada 
pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dioas diberikan biaya 
sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat ( 1) huruf a, b, c, d, e, f dan huruf 
h. 

Untuk perjalanan dinas luar daerah diperhitungkan dengan ketentuan ditambah 
1 (satu) hari sebelum dan I (satu) hari sesudah pelaksanakan kegiatan atau 
berdasarkan tanggal yang terdapat pada tiket pergi dan tiket pulang sesuai dengan 
SPPD yang diterbitkan atau berdasarkan kebutuhan nyata perjalalanan dinas yang 
dilaksanakan. 

PasaJ 10 

( 1) Biaya perjalanan dinas dalam Kota terdiri dari: 
a. Biaya Transponasi Perjalanan Dinas Dalam Kora 

a. I Transport ke Kecamatan Penugasan; 
a.2 Transport Lokal di Kecamatan Tujuan Penugasan: 
a.3 Transport Kegiatan s.d 8 jam; 

b. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota; 
c. Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Koca: 
d. Uang Representase Perjalanan Dinas Dalam Kota 

(2) Biaya perjalanan dinas sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan 
buruf c dibayarkan secara at cost sedangkan biaya sebagaimana dimaksud 
dalarn ayat (!) huruf b dan d dibayarkan secara lumpsum 

(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) huruf c 
diperuntukan bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD dan Pejabat Eseslon rr; 

(4) Perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 8 (delapan) jam hanya 
diberikan biaya transportasi setempat. 

(5) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalamayat (1), terdapat dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraruran Bupati ini. 

Pasal 9 

Pejabai Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak 
Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dlnas rangkap (dua kali atau lebihJ 
untuk perjalanan dinas yang dilakukan da1am waktu yang sama. 

PasaJ 8 



I I 

Pasal I .J 

(I) Sela.in Pejabat Negara. Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan 
Pegawa.i Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dmas atas perintah 
pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinas digolcngkan menurut 
tingkat sebagrumana dima.ksud dalam PasaJ 5 ayat (5) huruf e 

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dilaksanakan 
dalam hal yang sangat mendesak/khusus, denga.n mempemmbangkan 
bubungan antara perjalanan dinas rersebut dengan kepentingan Peroenntah 
Daerah dan setelah memperoleh persetujuan Bupati/Wakil Bupau/ 
Sekretaris Oaerah. 

(1) Ajudan Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan tugas perjalanan dinas 
diberikan biaya perjalan dinas 

(2) Ajudan Bupau dan Waktl Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
berasal dari unsur anggota TNI dan PORLI. biaya perjalanan dinas 
digolongkan rnenurut ungkat sebagamana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) 
huruf e. 

PasaJ 13 

(I) Pejabat Negara. Anggota DPRD, Pegawai Negen Sipil dan Pegawai Tidak Tetap 
yang melaksakan perjalanan dinas. dapat menggunakan biaya penginapan 
melebihi k.lasifi.kasi dan tingkatan biaya yang tetapkan. jika ruang/kamar 
pengmapan menggabungkan lebih dari satu orang. 

(2) Penggabungan sebagairnana dunaksud pada ayat (I) memperhuungkan 
akumulasi biaya dari nU masing-rnasing PNS/Pejabat yang melaksanakan 
perjalanan dinas dan tidak boleh melebihi penetapan batas terunggi biaya 
hotel/ penginapan. 

(3) Datam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk 
melaksa.nakan suaru kegiatan rapat, seminar, dan sejerusnya, seluruh 
Pelaksana Perjalanan Dmas dapat mengmap pada hotel/penginapan yang 
sa.ma 

(4) Dalam haJ biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dan satuan biaya 
hotel/penginapan seba.gaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Standar Biaya, maka Pelaksa.na SPD menggunakan fasihtas kamar 
dengan biaja terendah pada hotel/pengJnapan dimaksud 

(5) Dalam hal perjalanan dmas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat 
penginapan lainnya. kepada yang bersangkutan diberikan biaya pengmapan 
sebesar 30010 (tiga puluh persen] dari tarif hotel ditetapkan dan dibayarakan 
secara lumpsum. 

PasaJ 12 

(4) Untuk kegiatan yang menyediakan biaya transpotasi dan/atau uang harian 
dan/atau biaya penginapan, maka kepada pejabat/pegawai yang melakukan 
perjaJanan dinas hanya diberikan biaya sesuai pasal 5 ayat (I) yang udak 
ditanggung oleh pihak yang mengundang. 

: 



(1) Jumlab hari yang menjadi dasar perhitungan Biaya Perjalanan Dinas 
disesuai.kan dengan waktu yang ditetapkan dalam SPPD atau berdasarkan 
basil pengeluaran rill. 

(2) Khusus untuk biaya penginapan, ditanggung selama hari perjalanan dinas 
berdasarkan bukti pendukung dan biaya riil yang dilampirkan dengan 
memperhatikan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas. 

PasaJ 18 

( l) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum dan sesudah perjalanan dinas 
dilaksanakan dengan menggunakan uang persediaan yang terdapal pada 
kas bendahara pengeluaran atau melalui Pembayaran Langsung. 

(2) Untuk perjalanan dinas yang dibayarkan setelah pelaksanaan 
kegialan/perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan 
bendahara pengaJuaran bersamaan dengan dokumen pertanggungjawaban 
disampaikan setelah perjalanan dinas dilaksanakan. 

Pasal 17 

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalarn pagu anggaran yang 
tersedia dalam DPA SKPD berkenaan. 

Pasal 16 

BAB Vil 
PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DlNAS 

12 

(1) Dalam hal perjalanan dinas temyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan 
dalam SPPD, kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri, dan 
Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas tidak diberikan 
tambahan uang harian dan biaya penginapan. 

(2) Dalarn haJ ju.mlah hari pe,jalanan dlnas temyata kurang dari jumlah hari 
yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai 
Negeri dan Pegawai Tidak tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan 
kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan. 

(3) Dalarn hal perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas konsultasi dan 
koordinasi dapat diberikan perjalanan paling lama 5 (lima) hari. 

Pasal 15 

(3) Biaya Perjalanan Dinas juga dapat diberikan kepada Pejabat dari lnstansi 
Vertikal, Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK dan 
Ketua Dharma Wanita Persatuan yang terikat perjanjian kerja sama dengan 
Pemerintah Daerah atau melaksanakan penugasan untuk kepentingan 
Pemerintah Daerah atau djundang/dipanggiJ kbusus oleh Pernerintah 
Daerah dan biaya perjalanan dinas digolongkan menurut tingkat 
sebagamana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) huruf b. 

' 
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(I) SPPD merupakan bukti pelaporan dan penanggungjawaban pelaksanaan 
perjalanan dinas. 

[2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat daJam tulisan. 
(3) Jika ada perubahan-perubahan yang dilakukan dengan coretan untuk dapar 

dibu buhi paraf dari pejabat yang berwenang. 
(4) Pada SPPD dicatat : 

a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan 
ditandatangani oleh pejabat berwenang clan di cap; 

b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tern pat rujuan dan ditandatangani oleh 
pihak/pejabat diternpat yang didatangi dan di cap; 

c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh 
Pejabat Yang Berwenang. 

(5) SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dao tanda tangan 
pejabat yang berwenang diserahkan kepada bendahara, selarnbat-Iarnbatnya 
5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas berakhir, untuk selanjutnya 
digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban belanja SPPD. 

(6) Kelebihan atas uang muka perjaJanan dinas 11ajiu clikembalikan kepada 
bendahara. 

(7) Perhitungan sisa lebih/kurang biaya didalam pelaksanaan perjalanan dinas, 
dibuat daJam rincian yang menunjukkan uang muka yang diterima dari 
bendahara pengeluaran, biaya-biaya yang dikeluarkan serta selisih lebih 
yang harus dikembalikan atau selisih kurang yang dapat 
ditambahkanbendahara pengeluaran. 

Pasal 21 

(1) PerjaJanan dinas di]akukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat 
yang berwenang. 

(2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan 
dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD 
berkenaan atau ditentukan lain. 

Pasal 20 

BAB VJII 
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS 

Pemberian biaya perjalanan dinas didasarkan pada pennintaan Pengguna 
Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran pernbantu dengan dilarnpiri: 
l. Surat Perintah Perjalanan Dinas. 
2. Daftar Penetapan biaya perjalanan dinas beserta rincian biaya perjalanan 

din as. 

Pasal 19 
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(J) Pejabat yang berwenang dan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas 
bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah sebagai akibat dari 
kesalahan dan kelalaian yang bersangkutan dalam hubungannya dengan 
perjalanan dinas dimaksud. 

PasaJ 25 

(I) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan 
Bupati ini didalam lingkungan SKPD masing-masing. 

(2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas 
untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta 
rnengadakan penghematan dengan mengurangj frekuensi, jumlah orang dan 
lamanya perjalanan. 

Pasal 24 

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas Dalam Kota wajib 
menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, yaitu: 
a. Surat undangan/surat permintaan/surat panggilan atau surar lainnya 

sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan/atau 
telaahan yang disetujui atau perintah khusus dari Bupati atau Pejabac 
lainnya yang ditunjuk; 

b, SPPD yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 
c. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas dengan memperhatikan target kinerja 

dari perjalanan dinas yang relevan dan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang ditandatangani oleh Pejabat/Pegawai yang melakukan 
perjalanan dinas. 

d. Bukti dokumentasi. 

PasaJ 23 

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib 
menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, yaitu: 
a. Surat undangan/surac permmtaan/surat panggilan atau surat lamnya 

sebagai dasar rnelaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan/atau telahan 
yang disetujui atau perintah khusus dari Bupati atau Pejabal lainnya yang 
ditunjuk; 

b. SPPD yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 
c. Bu kti pembayaran riil yang dikeluarka.n sesuai komponen at cost yang diarur 

dalam pasal 6 ayai (2) 
d. Dafar pembayaran ri.l dari komponcn lumpsum sebagairnana diatur dalam 

pasal 6 ayat (l) 
e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas dengan memperhatikan target kinerja 

dari perjalanan dinas yang relevan dan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang ditandatangani oleh Pejabat/Pegawai yang melakukan 
perjalanan dinas. 

f. Bukti dokumentasi. 

Pasal 22 
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Pasal31 

(I) PPKD selaku BUD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraruran Bupati ini. 
(2) Pasilitasi sebagaimana dimaksud pada avat ( I) mencakup 

mengkoordinasikan, menyempu.makan lampiran-lampiran sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Pcrundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, 
supervisi dan bimbingan teknis, serta membcnkan asiatensi untuk 
kelancaran penerapan Peraturan Bupati iru, 

BABX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Biaya perjalanan dina luar negeri mengacu pada ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku: 

Pasal 30 

Biaya perjalanan dmas diuraikan pada bagian Lampiran yang merupakan saru 
kesatuan yang tak terpisahkan dari Pcraturan ini; 

Pasal 29 

BABIX 
BIAYA PERJALANAN DINAS 

Perjalanan Dinas Luar Negeri didasarkan pada ketentuan dan peraruran 
perundang-undangan yang berlaku 

Pasal 28 

Perhrtungan besaran braya perjalanan drnas diruangkan dalam permcran braya 
perjalanan dinas terdapat pada larnpiran yang rnerupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 27 

Pertanggungjawaban mengenai biaya perjalanan dines yang telah dibayarkan 
ditentukan hingga pada pembuktian, bahwa perjalanan dinas dimaksud benar­ 
benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang tclah ditetapkan. 

PasaJ 26 

(2) Terhadap kesalahan dan kelalaian sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), 
dapat dikenakan tindakan berupa 
a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang 

berlaku: 
b. Sanksi admuustratif dan tmdakan-undakan Iamnya menurut keienruan 

yang berlaku 
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PEJABAT PARAF I . 
SEKDA If- I 
ASISTEN II IV 
KABAG HUKUM & HAM ~ - 
KEPALA BPKAD t» 

SERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENOAH TAHUN 2023 NOMOR 637 

YANTO. M. ASRI 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, 

Oiundangkan di Weda 
Pada tanggal I Agustus 2023 

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH, 

Ditetapkan di Weda 
Pada Tanggal l Agustus 2023 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang rnengetahumya, memerintahkan pcngundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Belita Daerah Kabupaten Halmahera 
Ten gab. 

PasaJ 34 

(1) Pada saat Peraturan Bupati iru berlaku' 
a. Peraturan Bupau Halmahera Tengah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang 

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera 
Tengah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

b. Lampiran I Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 34 Tahun 2022 
Tentang Standar Harga Saluan Kabupaten Halmahera Tengab Tahun 
2023 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

PasaJ 33 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pads tanggal I Agustus 2023. 

PasaJ 32 

BAB XI 
PENUTUP 

' 
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n. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukupjelas 
Pasal 2 

Cukupjelas 
Pasal 3 

Cukup jelas 
Pasal 4 

Cukup jelas 
Pasal 5 

Cukupjelas 
Pasal 6 

Cukupjelas 
Pasal 7 

Cukupjelas 
Pasal 8 

Cukup jelas 
Pasal 9 

Cukupjelas 
Pasal 10 

Cukup jelas 

Terhadap beberapa ketentuan terkait perjalanan dmas terutarna 
yang belum di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 seperti 
ketenluan tentang perjalanan dinas dalam daerah lingkup Kabupaten 
Halmahera Tengah, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan kewenangan 
Kepala Daerah sebagaimana ketentuan pasal 3 huruf ayat (2) Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga 
Satuan Regional dengan tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan 
kedinasan di lingkup pemerintah Kabupaten Halmahrera Tengah serta 
mengedapankan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. 

I. UMUM 
Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara 
tertib, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel, perlu mengatur 
kembali ketentutuan mengenai perjalanan dinas, dan standar biaya lain-lain. 
Pengaturan dan penetapan pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dengan 
memperhalikan Peraiuran Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang St.andar 
Satuan Regional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 l 3/PMK.05/2012 
tentang Perjala.nan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri 
dan Pegawai Tidak Tetap. 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN HUPATI HALMAHERA TENGAH 
NOMOR 36 TAHUN 2023 

TENTANO 
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

Dl LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENOAH 
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Pasal l J 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Cukup jelas 

PasaJ 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jelas 

PasaJ 15 
Cukupjelas 

Pasal 16 
Cukupjelas 

PasaJ 17 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Cukupjelas 

PasaJ 19 
Cukup jelas 

Pasa.120 
Cukupjelas 

PasaJ 21 
Cukupjelas 

Pasa.l 22 
Cukup jelas 

Pasa.l 23 
Cukupjelas 

Pasal24 
Cukupjelas 

Pasa1 25 
Cukupjelas 

Pasal 26 
CukupJelas 

Pasal 27 
Cukupjelas 

Pasa.l 28 
Cukupjelas 

Pasa.129 
Cukupjelas 

Pasa.l 30 
Cukupjelas 

Pasal 31 
Cukupjelas 

Pasa.l 32 
Cukupjelas 

PasaJ 33 
Cukup jelas 

PasaJ 34 
Cukupjelas 
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Pemerintab Kabupaten Halmahera Tengah mengkalsifikasi Perjalan Dinas dalam 
menjadi dua komponen yakni: 
1) Perjalan Dinas Dalam Negeri 
2) Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip 
antara lain: 
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan 

kerja perangkat daerah; 
c. efisiensi penggunaan belanja daerah: 
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan 

pembebanan perjalanan dinas. 

Pihak lain sebagaimana disebutkan pada poin 1.1 tennasuk isteri Bupati dan Wakil 
Bupati Kabupaten HaJmahera Tengah yang disetarakan dengan eselon II, dengan 
mendapatkan biaya-biaya perjalanan dinas selain biaya representasi. 

Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan 
yang diJakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk 
kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan Dinas adalab perjalanan dmas 
jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah. aparatur sipiJ negara, 
dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka. 
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan: 
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; 
c. pengumandahan (detasering); 
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan: 
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang 

dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan 
dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; 

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat ket.erangan dokter, karena 
mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas: 

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesebatan 
pegawai negeri; 

h. penugasan untuk mengikun pendidikan setara D1ploma/SI/S2/S3; 
1. mengikuti pendidikan dan pelatihan. 

SATUAN BlAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEOERI 

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI 
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA 

PE DOMAN 
LINGKUP 
TENG AH 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENOAH 
42 TAHUN 2023 
l AGUSTUS TAHUN 2023 

LAMPIRAN I 
NO MOR 
TANGGAL 
TENTANG 



Satuan biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota diberikan secara 
at cost dan diklafisifikasi ke dalam dua kategori yaitu untuk pejabat negara 
dan selain pejabat negara (ASN/PIT). 

c. Transport Kegiatan s.d 8 jam. 
Merupakan satuan biaya untuk pengganti biaya transportasi dari dan 
ke tempat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di satu wilayah 
kecamatan tertentu, dan waktu pelaksanaannya sampai dengan 8 
jam, dan/atau tidak melebih.i 8 jam. Perjalanan Dinas dalam kota 
yang dilaksa.nakan kurang dari 8 jam hanya dapat diberikan uang 
transportasi, 

b. Transport Lokal di Kecamatan Tujuan Penugasan. 
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk transportasi antar 
desa dalam satu wilayah kecamatan dan diberlakukan banya kepada 
aparat yang bertugas di kecamatan yang bersangkutan seperti 
(Kantor Camat, Unit Pelaksana Teknsi (UPT) pada Dinas/Badan di 
Kecamatan). 
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a. Transport ke Keca.matan Penugasan. 
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk transportasi antar 
kecamatan lingkup Kabupaten Halmahera Tengan tempat 
pelaksanaan kegiatan/penugasan, dan sudah rermasuk transportasi 
antar desa di Kecamatan penugasan jika kegiatan di kecamatan 
tersebut memerlukan sewa kendaraan dengan melampirkan bukti ril. 

A.1.1 Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Masing-masing satuan biaya perjalanan dinas dalam kota diuraikan sebagai 
berikut: 

Perjalanan dinas dalam kota merupakan perjalanan dari dan antar wilayah 
Kabupaten Halmahera Tengah untuk kepentingan dinas pemerintahan daerah. 
Komponen biaya perjalanan dinas dalam kota terdiri dari: 
1. Biaya Transportasi Perjalan Dinas Dalam Kota, yang terdiri dari: 

a. Transport ke Kecamatan Penugasan; 
b. Transport Lokal di Kecamatan Tujuan Penugasan; 
c. Transport Kegiatan s.d 8 jam; 

2 Uang Hanan Perjalanan Dinas Dalam Kota; 
3 Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota; 
4 Uang Representase Perjalanan Dinas Dalam Kota 

A. l BIAVA PERJALANAN DINAS DAL.AM KOTA 
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Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas Dalam Negeri adalah satuan 
biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara 
keberangkatan di Ternate ke bandara kota/daerah tujuan di luar wilayah 
Provinsi Maluku Utara pada wilayah negara Republik Indonesia. Besaran 
satuan biaya tiket terinci pada Tabel 1. 

B. l Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang 
(PP) 

Perjalanan Dalam Negeri merupakan perjalanan dari tempat kedudukan di 
wilayah Kabupaten Halmahera Tengah keluar wilayah Halmahera Tengah 
unruk kepenririgan pemerintahan daerah. 

B. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERT 

Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya 
dapat diberlkan uang transportasi lokal. 

A.1.4 Uang Representase PerjaJanan Dinas Dalam Kota 
Uang representasi perjaJanan dinas daJam kota merupakan uang yang 
diberikan untuk pelaksanaan rugas dan fungsi yang melekat pada 
jabatan untuk pelaksanaan perjalanan dinas di dalam kota. Uang 
representasi perjalanan dinas dalam kota hanya diberikan kepada 
pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon JI. Uang representasi 
perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran 
tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, 
dan pejabat eselon II daJam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips 
porter, tips pengemudi, yang diberlkan secara lumpsum. 

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, 
diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. 

A.1.3 Biaya Hotel/Penginapan PerjaJanan Dinas Dalarn Kota 
Saluan biaya penginapan perjaJanan dinas dalam kota merupakan 
satuan biaya uncuk keburuhan biaya penginapan daJam rangka 
pelaksanaan perjalanan dinas daJam wilayah Kabupaten Halmahera 
Tengah. Satuan biaya penginapan/hotel Perjalanan Dinas Kota 
diberikan secara at cost. 

A. 1.2 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalarn Kota 
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalarn kota merupakan 
penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai/pejabat yang 
rnelaksanakan perjalanan dinas, terdiri dari uang makan, dan uang saku 
dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di wilayah Kabupaten 
Halmahera Tengah. Satuan biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam 
Kota diberikan secara lumpsum lumpsum. 
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Contoh 1: 
Seorang pejabat/ ASN melakukan perjalanan dinas dari Halmahera 
Tengah ke Jakarta. 
a) Keberangkatan 

l) Biaya taksi dari pelabuhan Kota Baru atau pelabu.han Bastiong 
atau dari penginapan/hotel di Ternate ke Bandara Babullah; 

2) Biaya taksi dari Bandara Soekamo - Hatta Jakarta ke Hotel 
tempat menginap di Jakarta 

3) Biaya taksi dari hotel tern pat menginap ke lokasi kegiatan atau 
ternpat tujuan penugasan: 

Satuan biaya taksi perjalanan dinas Dalam Negeri merupakan satuan 
biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa taksi dalam 
satu kali perjalanan (one way) dari tempat kedudukan menuju 
bandara/pelabuhan/terminal/stas1un keberangkatan dan sebaliknya. 
a. Keberangkatan 

L} dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, 
terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; 

2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan 
menuju ternpat tujuan; 

b. Kepulangan 
I) dari ternpat tujuan men uju bandara, pelabuhan, terminal, a tau 

stasiun untu.k keberangkatan ke ternpat kedudukan asal; atau 
2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan 

menuju kantor tempat kedudukan asal. 

8.2.2 Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

Sewa kendaraan dalam Kota dapat diberikan kepada Pejabat Negara 
untuk keperluan pelaksanaan tugas/kegiata.n di tempat tujuan yang 
membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia 
kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Sewa 
kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengernudi, bahan bakar, 
minyak, dan pajak. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam 
satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling 
banyak 7 (tujuh) seat. Dalam ha! diperlukan kendaraan roda 4 (empatJ 
dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi 
sebesar 150°/o (seratus Lima puluh persen) dari satuan biaya sewa 
kendaraan roda 4 (empat). 

8.2 Sewa Kendaraan dan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas Dalam Negeri diberikan secara 
at cost, dan dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket 
pesawat perjalanan dinas Dalam Negeri dalam Buku I sepanjang didukung 
dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). 

B.2.1 Sewa Kendaraan Dalam Kota 
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Pembiayaan satuan biaya taksi perjalanan dinas Dalam Negeri dapat 
dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi, sepanjang 
didukung dengan bukti pengeluaran rill 

Satuan taksi diberlkan secara a1 cost dan dalam baJ lokasi kantor 
kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi 
menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya 
transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya 
transportasi lainnya. 

b. Kepulangan 
I) satuan biaya transportasi dari tern pat tujuan di Kecamatan 

Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda 
transportasi darat dan Laut dapat diberikan pembiayaan secara 
at COS{ 

2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten 
Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar 
dan 

3) satuan biaya taksi dari Bandara Babullab Ternate ke pelabuhan 
Kora Baru atau pelabuhan Bastiong di Temate 

a. Keberangkatan 
1) satuan biaya taksi dari pelabuhan Kota Baru atau pelabuhan 

Bastiong atau dari penginapan/hotel di Temate ke Bandara 
Babullah Temate 

2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar 
ke tempat tujuan (hotel. penginapan, atau kantor) di 
Kabupaten Kepulauan Selayar 

3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan 
penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda 
transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at 
cost 

3) Biaya taksi dari Bandara Babullah ke pelabuhan Kota Baru 
atau pelabuhan Bastiong Temate. 

Contoh 2: 
Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan 
dinas jabatan dari Halmahera Tengah ke Kecamatan Takabone Rate 
di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasl biaya taksinya sebagai 
berikut: 

b] Kepulangan 
1) Biaya taksi dari lokasi kegiatan atau tempat tujuan penugasan 

ke hotel tempat menginap. 
2) Biaya taksi dari hotel tempat menginap di Jakarta ke Bandara 

Soekamo - Hatta Jakarta. 
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0.5 Uang Representase Perjalanan Dmas Dalarn Negeri 
Uang representasi perjalanan Dinas Dalam Negen hanya dibenkan 
kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat 
eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang 
representasi perjalanan dmas, diberikan sebagai penggann atas 
pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, 
pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalarn rangka 
perjalanan dinas, seperti biava ups porter, tips pengemudi. vang 
diberikan secara lumpsum. 

Untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan yang biavanya 
ditanggung panitia/penyelenggaranya, uang harian hanya dibenkan 
maksimal sebesar 30°/o dari standar uang harian yang ditetapkan, 

Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas Negen diberikan secara 
lwnpsum 

B.4 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
Satuan biaya uang ha.nan perjalanan dinas Dalam Negerl merupakan 
penggannan biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabar 
daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lam dalam menjalankan 
perintah perjalanan dinas Dalam Negeri lebih dari 8 (delapan) jam 
Penggantian biaya keperluan sebari-hari meliputi keperluan uang 
saku. keperluan rransportasi lokal, dan keperluan uang makan. Uang 
harian pendidikan dan pelatihan drberikan dalam rangka 
menjalankan rugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan 
pelatiban yang diselenggarakan di Dalam Negeri yang melebihi 8 
(delapan) jam pelatihan arau diselenggarakan di Juar kota. 

Satuan Biaya Hotel/Penginapan iru sudah termasuk biaya 
pengmapan untuk perjalanan dinas Dalarn Negeri lokal Maluku Utara 
(seluruh biaya pengmapan di Kabupaten/Kota dalam wilavah Maluku 
Utara menggunakan tarif yang sama]. Dalam hal perjalanan dinas 
tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan 
secara lumpsum sebesar 30°1<1 (tiga puluh persen) dari t.arif 
penginapan di kota tempat tujuan. 

B.3 Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
Saluan biaya penginapan perjalanan dinas Dalam Negeri merupakan 
satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan 
kebutuhan biaya pengmapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan 
dinas Dalam Ncgeri. dan drberikan secara al cost. 
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SEKDA 

ASJSTEN ll ~ 

KABAG HUKUM & HAM ~ 
--+---- 

KEPALA BPKAD :f1' 

PARAF PEJABAT 

IKRAM M. SANGADJI 

LMAHERA TENGAH Pj. BUPAT 

B 7 Satuan Biaya UJi Kesehatan 
a. satuan biaya UJ1 kesehatan adalah satuan biaya tes swab/PCR dan 

seje.nis lainya terhadap virus CoVld-19 bagi pejabat Negara, pejabat 
daerah, apararur sipil Negara. dan pihak lainya dari tempat kedudu 
kan ke tempat tujuan dan atau sebaliknya dalam rangka 
pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri, yang dialokasika.n 
kedalarn Belanja bahan pakai habis. 

b. satuan biaya uji kesehatan ditetapkan sebesar Rpl.300.000.00 
(satu juia uga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali tes, yang 
dibuknkan dengan bukti pengeluaran rill [pembiayaan secara at 
cost). 

Biaya Transportasi Lokal Maluku Utara belum tennasuk sewa taksi 
dari dan kc bandara/tenmnal/pelabuhan dan hotel di 
Kabupaten/Kota tempat iujuan. Satuan biaya ll1J diberikan secara at 
cost. Pembiayaan satuan transportasi lokal Maluku Utara dapa.t 
dilaksanakan melebihi besaran standar biayanya sepanjang dtdukung 
dengan bukti pengeluaran rill. 

Satuan Biaya Transportasi Lokal Maluku Utara untuk perjalanan 
dmas di Dalam Negen khusus wilayah Maluku Utara merupa.kan 
satuan biaya transportasi dari Weda Kabupaten Halmahera Tengah 
rnenuju ke pelabuha.n/tenninal/bandara d1 kabupaten/kota ternpat 
tujuan di lingkup wilayah Provinsi Maluku Utara pergi pulang (PP). 

8.6 Biaya Transportasi Perjalanan Dmas Dalam Negen Lokal 
Maluku Utara 

.. 



URA1AII BIAYA/ JA& I BPESIJ'IKABI SATOAJI BARGA SATtJAll 
P£R.IALA.lfAlf DDJAS LUA.R J>A£RAB 

lllaya Tllcet P.....,.t Poljalanan Db>u Biua Peral Pul&J!& (PP) 
x.taa Blanla 

Tf.:RNATE • NANO ROE ACEH Orang/Perjalanan 15500 000 
-·- .. ss·· ···'"'El•" "''S""S' 
TERNATE • S\JMATERA lffARA Orang/Perjalruum 14.SOOOOO 
""'"1.AS RISNJS1 
TERNA'TE. • RlAU I KEl..AS BISN!SI Orana I P.,n aJ.anan 14.500.000 
TERNATf'. • KEPULAUAN RIAU (KELAS Orang/ PcryA!Man H.500.000 
-1sN1S• 
TERNATE • JAMB! <not.AS BlSNIS1 Oran- 'f>enalanan 14500000 
TERNATE • SUMATERA BARAT Orang/Perjalanan 14.500.000 
'"=• 'S °'SN1S1 

TERNATE • SUMATERA 5£1.ATAN Orang/ Peryalanan 14.S00.000 
i 'KE' • s o•g•n~, 
TERNATE -1.AMPUNO t"-i;L<\S BlSNISl Orang/ PeJJalnnan 14.500.000 

TERNATE • BENORULU (KELAS Orang/ Porjalanan 14.500.000 
BISNIS1 

TERNATE • BANOlv\ BEIJ'TVNO Orang/ Perjalanan H 500.000 
'KE' AC "'SNlS' 
TERNATE • BANTEN (KE1.AS BISNIS) Orang/i'cf)alanan 14.500.000 

IBRNA'TE • JAW/\ BARAT (KELAS Orang/Perjalanan 14.500 000 
BISNIS• 
TERNATE • OKI JAKARTA (KUAS Omng/Peryalanan 10.000.000 
BISNISI 
TERNATE • JAWA TENOAR (KELAS Orang/""':jalanan 14.500.000 
n•g"115, 
TERNATE • YOOYAKARTA (KELAS Orang/ Perjalanan 14.500.000 
BISN1S1 
TERN ATE· JA\VA TIMUR (KELAS Orang/ Peryalana.n 14.000.000 
BlSNlS• 
TERNATE • BALI IKELAS BISN1S1 Oran- 'Pen alanan 14.000.000 
TERNATE • NTB f!IBLAS BISNlSI Omn•'"-'"'alanan 14 000.000 
TERNATE • N1T n.• B!SNJSI Onut• l-alanim 14.000.000 
TERNATE • KAL!MANTAN BARAT Omng/Perjalanan 14.000.000 
··•·•· . - AJSNJS1 
TERNATE • KAUMANTAN TENOAH Orang/Perjalanan 14.000.000 
'KELAS R("'N'S' 
TERNATE· KAUMANTAN SELATAN Orang/ PcJ:talru,an 14-000.000 
··-· • - UJSNIS' 
TERNATE • KAUMANTAN TlMVR Orang/ Perjalanan 14 000.000 
"-I.AS ""ll"NJS• 
TERNATE • KAJ.JMANTAN lffARA Orang/ Perjalanan 14.000000 
'JC"' • .... B'~NIS1 

TERNATE • SUI.AWES! U'J'ARA (KELA.S Orang/ PclJalanan 9.000 000 
l31S""SI 
TERNATE • OOROJ\ITALO (KELAS Orang/~ 9.500.000 
BISNl"" 
TERNATE • SULAWESI BARAT (KELAS Orang/ Perjalanan 10.500.000 
m5u•51 
TERNATE • SUL'\WESI SE.LATAN Orang/ PerjaJarum 10.500.000 
nIBI. '° o•sNJS• 

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENOAH 
42 TAHUN 2023 
I AOUSTUS TAHUN 202~ 
PE.DOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN OINAS DI UNGKUP 
PEMERlNTAll KA.BUPATEN HALMAHERA TENOAH 

LAMPIRAN lJ 
NO MOR 
TANOOAI, 
TENT ANG 



URAlAlf BIAYAI JA&A 8PS8D'IKABI St.TUA.JI BARGA SA.TUA.JI 
TERN ATE SULAWESI TENGAJI Oranl!I Pt-rialannn L0.500.000 
'KEI •s "'IS•"S> 
TERN ATE SUI.AWl,SI TENGGARA Orang/ Perjalanan 10.500.000 
KELAR BISNJSI 

n:RNATE • MALUKU (KELAS BISNISJ Orang/ Perjalanan 10500.000 

TERNATE • PAPUA •KF~LAS BISNISI Orane 11>,,nnJanan 12 000 000 
TERNATE • PAPUA BAR/IT (KELAS Orang/Perjalanan 16.000.00() 
01SNJS1 

Biily• Tii..t P ..... ..t P-,jal&nan Dlnu Blua Perp PulaA« (PP) 
K<t1u l!ko-J 

TERNATE • NANO ROE ACEI I Or'dllll/ Pcrjnl;uum 9.000.000 
'"'"'SSAI ... "-""I..A."I E"'0"''"m 
TERNATE • SUMATERA UTARA Orang/P<elJnlanan 8.000.000 
"'""LAS £k'ONOMJI 
TERNATE • RlAU (KELAS EKONOMI) Orang/ Perjalru,..,, 8.000.000 

n:RNATF. • KE.f'I.ILAUAN RJJ\U (Kl::LAS Omng/P,,IJalA>>lln 8 000.000 
~"a"~·= 
TERNATI:. • JAMBI (I.El.AS F:KONOl'.O) Orang/ Perjalanan 8000.000 

TERNATt: • SUM/\TERI\ BARAT Orang/ PorjalllOllO 8000 000 
nm',AS E"~ .. -Ml1 

TERNATF. • SU MATERA SELl\TllN Orang/ Perjalanan 8000.000 
nml.,\S "KONOMI' 
TERNATE • LAMPUNG (KELAS Orang/ Perjalanan 8.000.000 
EKONOM(l 
Tl!:RNATE • BF.NGKULU (KELAS Orang/ Perjalanan 8.000.000 
EKONOMJ1 
TERNATE • llANGKA BELrruNG Orang/ Perjalauan 8 000.000 
'KELAS EKONOMI• 
TERNATE • flANTF.N IKEl,AS Orang/Porjalanan 7 500 000 
EKONOMJ1 
TERNATE • JAWA BARI\T (l{ELAS Orang/ Perjlllanan 7.500.000 
t•vo"~"" 
TERNAT1': • OKI JAll.AR'l'II fl(EL/\S 0r'dllg/Pel)A.1Man 7 500000 
~v~Na'~ 
TERNIITE • JAWA Ti:":NGAH (KELA$ Orang/Pe1Jalannn 7.000.000 
EKONQMJI 
TERNATE • YOGYAKARTA (ll.'ELAS Orang/ PCIJalarum 7.500.000 
EVON~ .... 
TERNATE • JAWA TIMUR (KE.LAS Orang/P,,rjalanan 7 500 000 
.. "ONO"" 
TERN ATE· BALI (KELAS EKONOMI) Orang/ Pl,_1Jolonan 1 S00.000 

TERNATE • NTB (KELA.<; e:KONOMJ) Orang/ Pe1Jlllanan 7.500.000 

TERNATE • NTf IKELA.S EKONOMJl OrannJ 7.500.000 an 
TERNATE • l<AfJMAN'TAN BARIIT Orang/ Pcrjnlarutn 7.500.000 
""'I •s ""'0""'''" 
TERNATE • KJ\1.IMANTAN TENGAH Orang/Perjalanan 7 500000 
KEt.Ai< EK""'0"11 

TERNATE • KAUMAN'rAN SELATAN Orang/ Perjalanan 7.500.000 
•=•,AS EKONOM" 
TERN.ATE· KALlMAN'TAN TIMUR Orang/Pel)alanan 7 500.000 
KELAS EKONOMJ1 

TERNATE • KALTMANTAN UTARA Orang/Pc1J•llamw 7.500.000 
n» .. !,.' .. o>•'QNO"" 
TERN ATE· SULAWESI UTI\RA (KELAS Orang/ Perjalanan 3.500.000 
~KONo•m 
TERNATE • GORONTALO (KELAS OrMg/Perjalannn 4.000.000 
EKONO'~ 
TERNATE • SULAWESI BIIRIIT !KELAS Orang/ Perjalanen 5.000.000 
EKONOMI' 
TERNATE·SUL,\~'ESJSELATAN Orang/Perjalamm 5.000.000 
1KELAS £VONOMJ1 



t1RAIAlf 81AYA/JA8A 8PE8D'IXAS1 8ATUA!f RA.ROA SATIJAII 
TERNATE • SULAWESI TENOMI Orang/~alanan 5.000.000 

--- . ~ 
TERNATE-SULAWESITENOG/\RA Orang/Pv]Blanan 5.000.000 
K"LAS - • 

TERN ATE· MALUKU (KEI..AS Oraag/Pcr:ialanan 6.500.000 
Si'll"Q ... - ..... 

TERNATE • PAPUA (KELAS EKONOMI) Orang/P1'r:Jalanan 8.000.000 

TERN ATE • PAPUA BARAT (!<El.AS Orang/ P1'r:Jalann.n 10 000000 

8b11"• Tranaportw Pe,jalaruu> Dlnu 81u.a Lobl llallllru Utara 
m ntulc & RI{ DAX All""""' A D'""'' 

ftDA • SOFIJ'I {IBU KOTA oranc I X.Ci&ta.n 2.000.000 
PllOVIKBII 
WEDI\· PULAU TIDORE (KOTA OK :2.000.000 
TIDORE KEPULAUAN) 
WEDA KC1rA TERNATE OK .3.000.000 

WEOA • KABUPATEN HALMAIIERA OK 2.500.000 
BARAT 
WEDA • KABUPATEN IIAJ..MAHERA OK 3.000.000 
TIMUR 
WEOA • KABUPATEN IIALMAHl:;RA OK 2 500.000 
UTARA 
WEOA • KABUPATEN HALMAHERA OK 3.500.000 
SEI.ATAN 
WEDA • lsABUPATEN PULAU OK 4.000.000 
MORC1rAJ 
WEDA • KABUPATEN KEPIJI.AUAN OK 4 500.000 
SUI.A 
WEDA • KABUPATEN KEP\11.AUAN OK 5.500.000 
TAUABU 

Blaya Tranaportw Pa,jalaruu> D1nu 81u& Lobl llallllru Utara 
(Untuk Pejllhat ll•pn. Kama DPllD) 

WEDA SOFIFl (!BU KOTA PROVINSI) Orang I Keg,atan 2.500.000 

WEDA • PULAU TIDORE (KOTA OK 3000.000 
TIOORE KEPUI.AUAN) 
WEOA • KOTA TERNATE OK 4.500.000 

WEOA • KABUPATEN HALMAHERA OK .3.500.000 
BARAT 
WEDA • KABUPATEN HALM!\HERA OK 4.000.000 
TIMUR 
WEDA • KABUPATEN HALMAJIBRA OK 3.500.000 
u·rARA 
WEOA • KABUPATEN HALMAHERA OK 5.000.000 
SELATAN 
WEDA • KABUPATEN PULAU OK 5.500.000 
MOROTAI 
\VEDA· KABUPATEN KEPIJLAUAN OK 7.500.000 
SULA 
WEDA • KABUPI\TEN KEPULAUAN OK 8.000.000 
TALIABU 

uuic JlariaA Pe.rjllhuuu> Dlnu - Untuk Pej.i.at ......... 
Pej..i..t Dae..-h dan Apllfttu.r Blpil 

ACEH OH 36-0 000 
SUMATERA UTARA OH 370.000 
RIAU OH 370.000 
KEPULAUAN RIAU OH 370 000 
JAMBI OH 370.000 



OJLUAJI JllAYAjJAaA 8PESU'IXA8I 8ATUA.lf IIAJtOA SA T1J All 
SUMATERA BARAT 011 aso nnn 
SU.IATERA Sln.ATAN OH 380.000 
LAMPI.ING OH '101\.iVV\ 

BENOKUW OH "'" nnn 
13ANOlv\ BELIT\JNO 

_ .. 
J ..... n.nn 

ll/\NTEN OH .)70 000 
JAWABARAT OH 4 tn nnn 
0. K.l ,11\KARTA OH !, "' 000 
JAWATENOAH OH >'7nnl\n 
O l. YOGYAl-:ART• OH ..... 0 IVV\ 

JAWATIMUR OH 4 ,n 000 
BAU OH 480.000 
NUSA TENOO---..,--. 81\RI\T 011 4.1n.noo 
NUSA n:NOOARA--. '" OH ,pn 000 
KAIJMAHt'AN BARAT OH ,un 000 
MUMANTAN n~Nt,•u OH 3..,...000 
KAUMAPITAN SUATAN O" 3""000 
KAIJMANT AN .,, MUR ,;,-, 410000 
l{AJJMANTAN UTARA OH 430000 
SULAWESI UTI\RA _,, -1=000 
OORONTALO 011 • ,.,.. . 000 
SULAWESI IJARAT ou •1'0.000 
SULAWESI SEI.ATAN ''Ii ,no.ooo 
SU1.AWES1 n;NGAH ()II 370.000 
SULAWESI n.'NOOARA 0" 38-0 000 
,IALUKU ~ .. unnnn 
SOFtl'I OH 430000 
PULAU TIOORE t J,;afA 1lDORE OH 430.000 
KEJ>\J' ... I ••••. 

KOTA TERNAn: "~' 430.000 
KABUPI\TEN 111\LMAHERA BARAT QII 430.000 
KABUPATf.N IIAJ.MAHERA TIMUR = 430.000 
KABUPATEN H .. . ···e:RA trrARA nu 430.000 
KABUPI\TEN 111\1.MAHERA SELATAN OH 430.000 

J,;ABUPA1T.N PULI\U MOROTAI ~ .. 430.000 
1.:ABUPAffN l,;F.P\ILAUAN SULA nu 430.nnn 
KASUPAT£.N KEPULAUAN TAUABU 011 430.000 

PAPUA OH 580.000 
PAPUA BARAT "II 480 000 

U ..... BariLO l'etjalaaaa DiaM IIMa Unta.k P•J..._t ••"'"'• 
hj.i..t 0-rah daA A,.,_.. BlpU (l)DILA,TI 

ACEH 0" 110.000 
SUMATF.RA IJTARI\ n11 110.000 
RIALI "H 110 nnn 
>...T.PULAUAN Rll\U OH 110.0(1() 
,JA,Uftl nu no.ooc 
SUL<ATERA BARI\T 011 110~ 
SU•IATf:RA SELATAN OH 110000 
LI\MPUNC OH 110.000 
IU,NOKULU OH J 10.000 
BANOlv\ BEUT\JNO OH 12:0 000 
FJI\NTEN OH 110.~ 
'AW/l BA.RAT OH 130 000 

O.K I -:0AJU1RTA OH 160 '""' 
JAWA Tl!.NOAH OH 110.000 
0.L YOGYAKARTA OH iao.ooo 
JAWI\TIMUR OH 1 ""'-.j "'" 
IHU OH 140• ""' NUS& TENCGARA BARA--;,. OR 130. .nn 

NUSA Tl!.NOOI\RA TIMUR OH 130 000 
lv\l.l.MI\NTAN BARI\T OH • ro ooo 
KI\Ul\iANTAN TENOAJ I OH I JO 000 



'CTRAJAJI BJ.AVA/JABii. 8PgsrnJ[A8J BATUAJf BAJtQA BATUAJf 

KAUMAITTAN SELATAN OH 110.000 
KAIJMANTAN TIMUR OH 130 000 
KAUMANTAN UTARA OH 130 000 
SULAWF..SI lTfARA OH 110 000 
OOROITTALO OH 110 000 
SUI.AWES! BARAT OH 120.000 
SULAWESI SEI.ATAN OH IJ0.000 
SULAWESI TENOAH OH 110 000 
SULAWESI TENGOARA OH 110.000 
MAI.UKU OH 110 000 
SOF!Fl OH 130 000 
PULAU TTDORE ( KOTA TIOORE OH 130 000 
L.----, II • •" • ••• 

KOTA TERNATE OH 130 000 
KABUPATEN HAU,WIERA BARAT OH 130.000 
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 011 130 000 
KABUPATEN HALMAHY.RA UTARA 011 130.000 
KABUPATEN HALMAffERA SELAT/\N 011 IJ0.000 

KABUPATEN PULAU MOROTAI OH 130.000 
KABOPATEN J..'EPULAUAN SULA OH 130.000 
KABUPATEN KEPllLAUAN TAUABU OH 130 000 

PAPUA OH 170 000 
PAPUABARAT OH HOOOO 

Blaya Rotel/hncJaapan P-.rjalaaan Dlaaa Bl-. l)IUPATI 
/Vf/UlfJJ, BtJPATI/PDIPIJIAII DPRD/81:KDAI 

ACEH OH 4 420.000 
SUMATERA UTARA H 4 seo 000 
RIAU OH 3.820000 
K~::PULAUAN RIAU 0" 4.27~.""" 
JAMB! Oil 4.000.000 
SUMATERA BARAT OH 5 236000 
SUMATERA SELAT!\N Otl 5.850.000 
LAMPUNO OH 4 491.000 
BENOJ..'ULU OH 2.071.000 
BIINOKA BEJ.ITUNG OH 3.827 000 
B/\NTEN OH 5.725000 
JAWABARAT OH 5.381.000 
D.K.I JAKARTA OH 5.850000 
JAWA TENOAH OH 4.2-12 000 
D.I. YOOYA!v\RTA OH S.017.000 
JAW/\ 'llMUR 011 4.400 000 
BALI OH 4,890 000 
NUSA TENOGARA BARAT OH 3.500.000 
NUSA TENGOARA TIMUR OH 3 000 000 
KAUMANTAN BARAT OH 2.65-1.000 
KALIMANTAN TENO/\H OH -1901.000 
KA!.IMANTAN SELATAN OH 4.797 000 
KAUMANTAN TIMUR OR 4.000.000 
KALIMAITT AN UT/\RA OH 4.000.000 
SULAWESI UTARA OH 4.'119.000 
OORONTALO OH 4.168 000 
SULAWESI BARAT OR 4.076 000 
SULAWESI SELAT/\N OH 4.820.000 
SULAWESI TENGAH OH 2.309 000 
SULAWESI TENOCARA OH 2A75.000 
MALUKU OH 3 467 000 
MALUKU lJTARA OH 3.4-10.000 
PAPUA OH 3.859.000 
PAPUABAR/\T OH 3.872.000 

Bl&ya Hotel/hf>CIJ>apan Petjalaaan Dlaaa B!ua IAJIOOOTA 
DPRD/PEJ&BAT ESELOS m 

ACEH OR 3.526.000 
SUMATERA UTARA OH 1.518.000 
RJAU OH 3.119.000 
KEPULAUAN RI/\U OH I 854.000 
JAMB! OH 3.337 000 
SUMATERA BARAT OH 3.332.000 
SUMATERA SELATAN OH 3.0BJ.000 

.. 



URA1AK BIAY/1./JASA 8PE8D'IKA81 SATVAlf BARGA SA.'l"UA!f 
LAM PU NO OH l. 06 7.''"0 
"ENOKULU Oii I 628.000 
UANOKJ\ BELITUNO OH l.8,'.18.000 
8ANTI,N OH l.373.000 
JAWA AARA·r 011 > 755.000 
D.K I ,JAKJ\RTA Oil 2.063.000 
,JAWA Tl,NGAII 011 1.480.'""' 
D.I. YOOYAKARTA OH 2.695.000 
JAWA TIMUR 011 I b05.CIOO 
BALI OH 1 '146.000 
r-tUSA TENOOARA BARAT OH 2.M8.~)0 
r-tUSA Tl::NOOARA TIMUR OH 1 493 000 
KAUMANTAN B•0AT 011 t 538.000 
KJ\l.lMANTI\N TENOAII OH 3.391.000 
KAIJMANTAN SP:LATAN OH 3 . .116.(>00 
KALJMANTAN TIMUR OJI 2.186.000 
KALIMANTAN UTARA 011 2.188.0"" 
SULAWESI UTARA OH 2.?90.000 
OORONTA10 OH 2.549.000 
SULAWESI l:lARl\1. OH l cu 1.000 
SULAWESI SELATAN OH I 550.""" 
Sl!I.AWESI Tf;NO/\ll 011 a.oaz.oco 
SULAWESI TENGGARA OH 1.059.000 
MAl,UKU OH 3 240.000 
MALUKU UTARA OH 3.175.000 
l'APUA Oil 3 3 t 8.""" 
PAPUA BA.RAT 011 3212000 

81"7• Boul/Pon&biapan Po,:ialan"" Dlnu Blaaa cP&JABAT 
S8&1.01' m/GOLOIWQAIW IV) 

ACEH Oii 1.294.000 
SUMATERA UTARA OH i. 1 oo.ooo 
RJAU OH I 650.000 
KEPULAUAN RIAU OH 1.037.000 
,JAMBI OH 1.212000 
SUMATERA Bii.RAT OH I 353.000 
SUMATERA SELII.TAN OH 1.571.000 
LAMPUNG OH I 140.000 
HENOKULU OH 1.546.000 
BANOKA BEI..ITUNG OH 1.95?.000 
BANIBN OH 1.000.000 
JAWABARAT OH 1 006.000 
D.K.I. JAKAR'J'A OH 1)92.Nln 
,JAWA TENGAH 011 954.000 
D.I. YOOYAKARTA OH 1.384.000 
JAWATlMUR OH 1 076.000 
BAU 011 990.000 
NUSA TENOOARA l:lARAT OH 1.4 18.000 
NUSA TENGOARA TIMUR OH I 355 ()()0 
KII.UMANTAN BARAT OH 1.125.000 
KAUMAJlfrAN TENOAH 011 1.160.000 
KALIMANTAN SELATAN OH t.500.000 
KAI..IMANTAN TIMUR 011 I 507.000 
KALIMANTAN UTARA OH 1.507.000 
SULAWESI UTARA OH 92~.000 
GORONTALO OH L43 I.OOO 
SULAWESI BARAT OH I 075.000 
SULAWESI SELATAN OH 1.020.000 
SUI.A WF.SI Tl':NG/\l'I OH 1.567.000 
SULA~'ESITENGGARA OH 1.297.000 
M/\l,UKU OH 1.048.000 
MALU!,.'U UTARA 011 1.073.000 
PAPUA OH 2.52 t.ooo 
PAPUA BARAT OH 2.0S6.000 
ACEH OH 556.000 
SUMATERA UTARA OH 530.000 
RIAU OH 8S2.000 
KEPULAUAN R!AU OH 792.000 
JAMB! OH 580.000 
qUMATERA BARAT OH 650.000 
SUMATERA SELATAN OH 86LOOO 
LAMPIJNO OH 580.000 



t1R.A1AJr BlA YA-,-J ASA SPltSlnKASI SATU#JI ~GASATU#JI 
BENCll.:ULU 011 t,30 000 
BANOKA BELmJNC 011 622 000 
BAN TEN OH 718.000 
JAWA BARAT OH 570 000 
O K.1. JAKARTA OH 730 000 
JAWA TENClAll OH t,00 NVl 

D.l YOOYAKARTA OH 845.000 
,IAWATIMUR 011 664 000 
BALI OH 910000 
NUSA TE.NOOARA BARAT Oil 580000 
NUSA TENOOARA TIMUR 011 550 000 
KALIMANTAN BARAT OH 538.000 
KAJ.IMANTAN TENGAll Oil 659.000 
KAJJMANTAN SELATAN OH 540 000 
KAI.IMANTAN TIMUR OH 804.000 
KAUMANT AN IJTARA OH 8().1 000 
SULAWESI lfl'ARA OH 782 000 
CORONTALO OH 76-1.000 
SULAWESI BARAT OH 704.000 
SULAWESI SELATAN OH 7'2.000 
SULAWESI TENGAH OH 951.000 
SULAWESJ'lr:NOOARA OH 786000 
MALUKU OH 667 000 
MAJ.lJKU U'rARA OH 600.000 
PAPUA OH 829.000 
PAPUA BARAT Oil 718.000 

Blaya llorcl/~oginapan ~Rlruu,n DUUIS B1asn (PEJABAT 
ESELON IV /OOLONOAN OJ) 

ACEH OH 556.000 
SUMATERA UTARA OH 530.000 
RJAU OH 852.000 
KEPULAUAN RIAU OH 792 000 
JAMB! OH 580.000 
SlJMATERA BARAT Oil 650 000 
SU MATERA SELATAH OH 861.000 
LAMPUNO 011 580.000 
BENOKULU Oil 630000 
BANOlv\ BELITUNO OH 622 000 
BAN TEN OH 718.000 
JAWABARAT Oil 570000 
D.K.I JAKARTA OH 730.000 
JAWATENOAH Oil 600.000 
D.L YOOYAKAltTA 011 845.000 
JAWATIMUR OH 664 000 
BAU OH 910.000 
NUSA TENOOARA BARAT OR 580000 
NUSA TENOGARA TIMUR OR 550.000 
KAUMANTAN BARAT OH 538.000 
KALIMANTAN TENOAR OH 659.000 
KAUMANTAN SELATAN OH 540.000 
KALIMANTAN TIMUR OH 804.000 
lv\LIMANTAN !fl' ARA OH 804.000 
SULAWESI UTARA OH 782 000 
GORONTALO OH 764.000 
SULAWESI B,\RAT OH 704.000 
SULAWESI SELATAN OH 732.000 
SIJLAWESITENOAH OH 951 000 
SULAWESITENGOARA OH 786.000 
MALUKU OH 667.000 
MALUKU UTARA OH 600.000 
PAPUA OH 829 000 
PAPUA B.ARAT OH 718.000 

Blaya llotel/Peao,,apaa Petjelenen Olw Blm jOOt.oBGil 
ll/1/PTT) 

ACEH OH 556.000 
SUMATERA OTARA OH 530.000 
RJAU OH 852.000 
KEPULAUAN RlAU OH 792.000 
JAMB! OH 580.000 



l1RAJAlll BIA.YAJ JASA 8PE8171KASJ &\TVAJI 8.A.1tOA &\ T1J &II 
SUMATE:RA BARAT OH 650.000 
SUMATERA SELAT/\N OH 861.000 
t.AMPUNG OH 580.000 
SENG KU LU 011 630.000 
BANGKA BEUTUNG 011 622 000 
BAN TEN OH 718 000 
JAWABI\RAT OH 570000 
O,K.I. JAKARTA 011 730.000 
JAWA TENGAII 011 600.000 
O I YOOYAKARTA OH 845000 
JAWA TIMUR OH 664 000 
BALI Oii 910000 
NUSA TENGGARA BARJ\T OH 580.000 
NUSA TENOOARA TIMUR OH 550 000 
KAUMANTAN BARAT OH 538.000 
KAI.I MANT AN T£NOAII OH 659.000 
KALIMANTAN SELATAN OH 540.000 
KAI.IMANTAN TIMUR OH 804 000 
KAUMANTAN UTARA OH 804.000 
SULAWESI UTARA OH 782000 
OORONTALO OR 764.000 
SULAWESI BA.RAT OR 704.000 
SULAWESI SELATAN OH 732000 
SULAWESI TENOAH OH 951.000 
SULAWESITENGGARA Oil 786.000 
MALUKU 011 667.000 
MALUKU UTA.RA OH 600.000 
PAPUA OH 829.000 
PAPUA BARAT OH 718.000 

u...., a., ....... ~ .... Btll'A'l'I DAii WAKll, BtlPA T1 OH 250,000 
Pe-'a1aiuus Dlnu 81- u...., .... , ....... t .... PJ:JABAT ZSELOW U daD DPRJ) OH 150.000 
Pe"'IWUl&ll Dlnu Blaaa 
Blayo. tljl X-.hatan hu{PCR cw, Mjenia lal.nJ"' Oraacfl'etjlWUl&A 1.300.000 
P•tjalu Dlnu Blua w,hadap vtnaa eo..td-19 
tlntu.k P•Juat ••pn,, 
Pejuat DIMlnh d&D 
A 81-11 

Blayo. 30% Hotel/P.apap11A Pe,j-1IIAIIA D........, Bi- 
(AIIOGOTA DPRJ)/PEJABAT ltllELOW U) 

ACEH OH 1.057.800 
SUMATERA UTARA OH 455 400 
RIAU OH 935 700 
KEPULAUAN RIAU OH 556 200 
JAMB! OR I."" I. I 00 
SUMATERA BARAT OH 999 600 
SUMATERA SM.ATAN OH 924 900 
LAMPI.ING OH 620 100 
BEN01'1JLU OH 488.400 
BANO!v\ BEUTUNO OH 851.400 
BAN TEN OH 711.900 
JAWABARAT OH 826.500 
O.K.! JAKARTA OH 447.000 
JAWA TENGAH OH 444.000 
0.1 YOGYAKARTA OH 808.500 
JAWATIMUR OH 481.500 
BAJJ OH 583 800 
NUSA TENGGARA BARAT OH 794.'l-OO 
NUSA TENGGARA TIMUR OH 447.900 
KALIMMITAN BARAT OH 461 400 
KALIMANTANTENGAH OH 1.017.300 
KAIJMANTAN SELATAN OH 994.800 
KAUMANTAN TIMUR OH 656.400 
KALIMANTAN UTARA OH 656.400 
SULAWESI UTARA OH 687.000 
OORONTALO OH 764.700 
SULAWESI BARAT OH 774.300 
SULAWESI SELATAN OH 465.000 
SULAWESI TENGAH OH 608.100 

.. 



U1tAIJlll BlA TA/ JAM 81'Ul'J'DlABJ 8ATUAlf RAJtoA IIATUAll 
SULAWESI TEIIG01\IU OH I, 17.700 
MAI uxu OH '17'l ()()(I 

M"LUKU UTARA OH I)!'; 1 """ 

PAPUA OH Q<l~ ~nn 
PAPUABAAAT OH Ill•" (..nn 

Bl'IJ'• 30% Rotel(Pen,i-, ..... hcjaianaA Dmaa .... (IJUPATl 
/WAKJI. IIUPATI(PllllPUfAll DPlU>/IIEKJ>A) 

ACEH Oil I .l''- 000 
SUMAT£DA UTA'"' 011 I ~"" 000 
RIAU rn( I 14,. 000 
lo.fi'IJLAUA!'I RIAU OH I "" !"'0 
JAMBI 011 I ,no nnn 
SUMATERA~ OH I 5'fn 80() 

SUMATt.'RA SEI.ATAN "" I 7'i'i nnn 
LAM PU NO 011 I 341300 
BENOKULU Oii "" I lOO 
BANOl<A Bf.l.JTVNO 011 I H8 100 
B .. •n:N nu 1111500 
JAW/I BARI\T nu I"'" JOO 
D IU J AK,..,,.'\ ou 1 75'> 000 
JAW/I n:N0/111 011 I Jn eoo 
01 HXIY . A 011 I 505 100 
JAWA TIIJUR "" I >?n 000 
BAU ClM I 467 nnn 
HUS/I TF.NOOARA 8.,\RAT '"' 1.050.000 
NUSA TP.NOOARJ\ TIMUR OM Q00.000 
KAUM. -· RA.RAT OH 7'16 200 
KAUMANTAN TICNOAH >H I 470 -lOO 
KJ\UM/INTAN S£1.IITAN "' 1 439 100 
lv\UMANT/\N TIMUR '"' I 200.000 
lv\UMANTAN UT/\RA 011 I 200 000 
SU• AWf:St trrARA 011 1.475700 
00 - '"' 1.250.-1-00 " SULAW"Q' RARAT OH I 22:2.800 
SULAWt:..'il SF.1.ATAN 'lll I 446.000 
sut "Wt;.'lf TP.NOAH ~11 692.700 
SULAWl':Sl Tf:NOOARA OJI 742 500 
MALUKU 'lU I 040 100 
MALUKU UTARA OH I 032 000 
PAl>llA ''"' I 157 700 
PAPUA AAJ?/\T OH I 161b00 

BJqa 30!lo Rotel/h..p,a,- htjal......, l>tnaa B1- 
(OOLOBOAJI D/1/PTT) 

ACF.II Oii 166.800 
SUMATERA t.rrARA OH 159.000 
RIAII OH 2556nn 
Kt!Pl)IJ\Ut\N RlAU OH 237 600 
,)HIBi OH 174.IVV\ 
SUMAT>;RA BARAT OH 195 ,Vll} 

SU MATERA SEJ.ATAN OH 258 lOO 
IJIMPUNO OH IHnnn 
Bli.NOKULU 011 189. l'VVl, 

BANOKA BELJTUNO OH 186 600 
81\NTEN OH 215 400 
JAWAB!\RAT OH rn.ooo 
"KI J~.\RTA OH ) 10 fVVl. 

J/IWA T»NQAJI OH ,an n Kl 
O l YOO\.Alv\RTA OH 253 ~ Wl 

JAWATIMUR OH 11)9 ) Kl 
rt .. U OH 273 nnn 
HUSA TENOGARA BARAT OR •H.~ 
HUS/I TENOGARA TIMUR OH 165 000 
KAUMANTAN DARAT OH 16 I 400 
KAUMANTAN TENO/Ill OH 107 '7nn 

KAIJMANTAN SELATAN OH ' I 
KAUMANTAH mtul! 011 HI 100 
KAIJMANT AN l!I'ARA OJI 241 7nn 
SULAWESI UTARA OH 2:)4 6NI 

""RONT.'\1.0 OH '>'>I) ,nn 
SULAWESI BARAT OH 211 ,nn 

•' 



UJtA1A.N BIA YA/JASA 8PJ:IID'tXA8I 8ATUAII BARGA 8ATUA.W 

SULAWESI SELATAN OH 219 600 
SULAWESI TENOAH OH 285 JOO 
SULAWF..SI Tr.NGGARA OH 235.800 
MALUl(U 011 200. 100 
MALUl(U UTARA OH 180 000 
PAPUA OH 248 700 
PAPUABARAT 011 215.400 

Blaya 30% Botel/h"l,fna-,.» Pe,jalaruu> DIDU B- 
{PEJAJIAT Ultl.OIJ m/OO.LOlfGAIJ IV) 

ACEH OH 388.200 
SUMATE.RA UTARA OH 330.""" 
RIAU OH 495000 
KEPULAUAN RJAU OH 311 100 
JAMB! OH 363600 
SUMAT&RA BARAT OH 405.900 
SUMATERA SELATAN OH 471.300 
LAMPUNO OH 342.000 
BENOKUW OR 463.800 
Bt\NOKA BEUT\fNG OH 587 100 
BAN TEN OH 300.000 
,JAWABARAT OH 301800 
D.KI JAKARTA OH 297 600 
JAWA TENOA!i OH 286.200 
O I. YOOYAKARTA OH 415 200 
JAWATtMUR OH 322800 
BALI OH 297 000 
NUSA Tt::NCOARA BARAT OH 425.400 
NUSA TENGGARA TIMUR OH 406.500 
KAUMANTAN BARAT OH 337.500 
KAUMANTAN TENOAH OH 348.000 
KAIJMANTAN SELATAN OH 450.000 
KAUMANTAN TIMUR OH 452 100 
KAUMANTAN UTARA OH 452.100 
SULAWESI UTARA OH 277.200 
CORONTAW OH -129.300 
SULAWESIBARAT OH 322.500 
SULAWESI SELATAN OH 306.000 
SULAWESI TENGAII OH 470 100 
SUI.AWES! TENO-OARA OH 389.100 
MALUKU OH 314 400 
MALUKU UT ARA OH 3ll 900 
PAPUA OH 756300 
PAPUABARAT OH 616.800 

Blaya 30% B-1/Penclna,- h,jalaruu> Dlaaa in- 
{PEJA.IIAT UBLOIJ IV/00.LOBQAII m) 

ACSB OB 166.800 
SUMATERA tITARA OH 159.000 
RIAU OH 255.600 
KEPULAUAN RIAU OH 237.600 
JIIMBI OH 174.000 
SUMATERA BARAT OH 195.000 
SU MATERA SELATAN OH 258 300 
LAMPUNG OH 174 000 
BENQl,.'ULU OH 189 000 
BANOKA BELITUNO OH 186.600 
BAN TEN OH 215.400 
,JAWABARAT OH 171.000 
D.K.I JAKARTA OH 219.000 
JAWA TENOA!i OH 180.000 
0.1. YOOYAKARTA OH 253.500 
JAWA11MUR OH 199.200 
BAJ.I OH 273.000 
NUSA TENGGARA BARAT OR 174.000 
NUSA TENGGARA TIMUR OH 165.000 
KAUMANTAN BARAT OH 161.-100 
KAIJMANTAN TENOAH OH 1'17 700 
KALIMANTAN SELATAN OH 162.000 
KALIMANT AN TIMUR OH 241.200 
K!\IJMANTAN UTARA OH 241 200 



ITllAlAll au.YA/ JASA 8PU1'f'lXA8J IIATOAlf BUIOA SATUAJI 
SUlAWESt UTARA on 234.600 
GORONTALO 011 :129.:100 
SUlAWF,Sl BARAT OM 211 ""' 
SULAWF.SI SELATAN = 219 600 
SULAWF-'>I TENOAH on 285 aoo 
SULAWESI T£NOOI\RA ~I' 235 ann 

MALUKU OH 200 Int\ 

MALUh.'11 UTAJ>A OH 180 nnn 
PAf'IJA "H 24A 7"" 
PAP\JA BARAT OH 215 400 

Blay• Tdml Pe,jai-- Dua.. 11- 

ACEB Oran--'Xall 127.000 
SUMAttRA UTARA ~·n•'"•'• 308 nnn 

RIAU ... rci ooo 
KEPULAIJAN RIAU Oran:.:,,.:.:,: ies ooo 
JAMAi 0mn-······ t-47 nl\l\ 

su• .. TERA e•0AT Oran-= f()() nnn 
SIJ•""TERA S£LATAN ... 179""" 
LAM l'lll'IO ... 

168 000 
BENOt<ULU • - , i1.· .. 11 (Oil nnn 
B/\JIIGKA BELrruNO r . '""" 97 nlVl 

HJIHTI':N 0nu,-iV.:i, cunnn 

JAWABARAT 0nui-•L'·b zoo 000 
OK.I JAKARTA 0rnn.:= zse oec 
JAWATENO,UI Oran·l ...... li 108 000 
DI ,oo'l'AKAKTA Ornn•I"·" 2117 000 
JAWAmfUR emu;:.:,,:;_h zaa.ooo 
BAU Omn·'L'-~ 2n.nnn 
NUSA TENOOARA BARAT Ornn•JL~ 131 000 
NIISA TENOO.o.RA 11MUR o--··'lvili , ... 000 
L"•UMA!'ITAN BARAT Oran- Jl.,._L 171 nnn 
h.Al.lMAHT AH TEl.OAH Or>,-··'Kah 134 000 
KAUMANTAN S£LATAN ,/L"-C 

"'" nl\l\ 
h.Al.lMAN'r A"' 11MU R Oran-iv;,; c:,, 000 
KAUMANTAN UT.'IRA Orru,• I KR!i >18000 
SULAWE.qi UTARA 0ra--.1v .. h ,unnn 
OORONTAI.O ., .... -~·ooo 
SULAWESI DARAT 'Kali 313 000 
Sllt.AWESI SELATAN On111· 'Kaili '"7 000 
<UILAWESI TENGAH 0ran- ••. _., 165.000 
SULAWESI TENOGARA -.~ 171000 
MALIJKU -KAh '88 000 
KOTAIOORE KEPULAUAN ~Kati >15000 
l!IYf'A .~uu•IE. . Ar-- I 
l.,\BUPATEN HAI.MAJ-IER4 BARAT ---- ... ,Kali 215 000 
KABIJPATEN HAUWIERA TIMUR .lulh ?15.000 
KABUPAT>'N HALMAIIERA UTARA Kah ?15000 
KABIJPATEN H.AI.MAHERA SELATAN C)Tl)."3/ Kali 215 000 

h.ABUPATl':N l'Ul.AU MORO'I'., Kah ars ooo 
KABUPAT>;N KEPULAVAN SUI.A · 'Kali '115 000 
KABUPATf,N KEPULAIJAN TAUASU Ontng/Kali 215000 

PAPUA ·'Kah <•3.000 
PAPUA BARAT On.n..:.1Kal1 "36 000 

.... Ke"'- D"1am Kota ~ (11atak PejalNlt ......... , 

••=u ....___._ L-~ . 
s . , .. • - L - ~ I ~nnn ... ..... _ .. -:::.· Q~D- 

"' 1.t.u DIA.fl ,...__---.:==-=::: 070_~ 

JA~"' -~ L .. ~ , nnc """ sv ' D . - .. O?'>, "'- 
SU ,. s N 

~--,:: __ ,~- 
0 ~-L-- OAL~ 

e"··-·~•Lu ·- I.-' nae nnn 

.. 



l1RA1All BIAVA /JASA 8PS8IY1KA&I SA.TUAJI llARQA SA.TUA!I 
o ... Nov.a1. llE' -·No ......... _ l , ,co nnn 
"'""'TFN "-· "··- 9.,"~ 
JAW~ Per L-- nn """ 
n vJ 'A'_ .... ,_A .,,,_ ... _ r.rse ooo 
JAW/\ T''NGAII n- .. 1...,...; I "l7n ftnn 

"' vnr.v11.,•RT11 n •• ••- 90t:;_.AAft 
JA w ATii.i,, n . ..____ '--- I •7• r,;w, 
n•" D •• "·- I ,c.,""" 
N"SA TR NGO• 0 • a .. RAT 

,,_ .. __ 
I 1n-. .-vu, 

NUSA T"NOG--...,-ATiiniR "-- ... ari 8'";."J Aftff. 

"• L!M4NTAN BARAT .,,__ ...... ""8 NV\ 
.~ ........ A .. - ...... -rL:NOAJ.I ......... .: I 177""" 
KAJ.IM • • iA N SELt'T--.--.; ·,.;::: hr- 0,7""" .. ' ... u n •• •,- t ....... """ ,., ., .-,· AN•-•f"lo ... ...... .. __ 

I roo.ooo 
S'" a.w~ct •1 

~- --"·- 1 • n c """ 

"'"RO- = Per "-- -,M ftftn 

S"" .. n,.....s BAR·- -·-•--- ...... """ 
SU' • W""' s•·• •TAN .-... ... ari MO """ 

SUl.'\WJ'.'11 TENOAH "-- .. __ 
A">-' - 

SU--.--.-W"'0' -"GOA n. n......- hn...: nqc NV\ 

M'' lJKU D- "•--' I 140 000 
MALUVO' t!TARA ~-"··- I l'\L, I "-1\1\. ,,-..-.-,..--. --- ·-~ I I 14,. ftrl.A 

PAl'U • BA RAT 
....... __ 

I I 7 I """ ......... - ·nA\'A ~-"·- I . • ., I """ !,-,,,.----.--. TFN'1AI:, n __ L-..! tlt.J.Aftn 
--~- Sl:.'oTA"T'~ .... _r han 1 

PAPIJ4 "ECUNUNG'"' ..... _ L---- I MO.""" 

PBRJALAJIAll' DIJIAS DALA.11 KOTA 

Blaya Hot,ol/P•"CJnapan Perja.llUMUI Dlaaa l>alam Kota 
PICOA11'AI GOLD'.....,. 

WlmA OH 250.000 
WEOA SELATAN OH 250 000 
WEOATENGAH OH 250.000 
WEOA UTARA OH 250.000 
WEDA TIMIJR OH 250.000 
PATANI OH 150.000 
PATANI BARAT OH 250.000 
PATANI UTARA OH 250.000 
PATANl TIMUR OH 250 000 
GEaE OH 150.000 

Blay& Bot.1/Penoz,apan Pe,;jalanan Dlnu Da.lam Kot& 
Pl;OAWAI/PBJABAT B88 W/GOL IV 

WEOA OH 350.000 
WEOA SELATAN OH 350.000 
WEOATENGAH OR 350.000 
WEDA UTARA OH 350000 
WEDATIMUR OH 350000 
PATAN! OH 350.000 
PATANI BARAT OH 350.000 
PATA.NI UTARA OH 350.000 
PATANl TIMUR OR 350.000 
GEa~: OH 350 000 

Bla_ya Hotel/ Penpapan Pe,jalanan Dlaaa Dalam Kora 
PZQA11'AI/PEJ'ABA.T US IV/GOJ. m 

WEDA OH 300.000 
WEOA SELATAN 011 300.000 
WEDATENGAR OH 300.000 
WF'DA UTARA OH 300.000 

.. 



Tnuupott Im Kacematan Pt11.uaw,a Untuk ASJI, A.a.got& 
DPR.D,PTT 

WEOA WEOA SEI.J\TAN OK I 125.000 
WEOA WEDATENGAH 01( 1,200.000 
WEDA • WEDA UTARA OK I :;oCJ 000 
WEDA • WEDA TIMUR OK I 875000 
WEDA • PATANl BARAT OK 2. 2 50 000 
WEDA • PATAN! 01( 2.400 000 
WEDA · PATANJ UTARA 01( 2.625.000 
WEDI\ • PATANJ TIMUR OK 3. /VVl. ()()() 

WEDA-GEBE 01( 3. 750 000 

WEDA SELATAN - WEDA TENGAH QI( 2.325 000 
WWA SEL'\TAN • WEDA UTARA QI( 2.625 000 
WEDA SEI.ATAN - WEDA TIMUR OK 3. ooo. 000 
WEDA SEI..ATAN - PATANI BARAT QI( 3.375000 
WEOA SEt.ATAN • PATANl 01( 3.525.000 
WEDA SELATAN • PATANl UTARA OK 3 750 000 
WEDA SELATAN • PATAN! TIMUR OK 4 875.000 
WEDA SELA.TAN • GEBE QI( 4.125.000 

WEDA TENGAH • WEDA UTARA OK 2. 700 000 
WEDA TENOAH • WEOA TIMUR OK 3.075.000 
WEDA TENOAJ-J • PATANI B.'\RAT DK 3.450.000 
WEDA TENGAH • PATANI 01( 3.600.000 
WEDA TENOAH - PATANI UTARA OK 3.825.000 
WEDA TENGAR - PATANl TIMUR OK 4 .200.000 
WEDA TENOAH • OEBE OK 4 950.""" 

.. 
tTRA1Alf 'BIA-YA/JAIJ.A. SPUirlXAJIJ 8ATUIJI lllJIGA 8A TUIJI 

WEOA 'llMUR UH 300 000 
PATANl OH soo 000 
PATANl BARAT OH 300.000 
PATANI UTARA OH 300000 
PATANI nMUR OH 31V\ 000 
PULAU OEBE OH 300000 a1o,,,. Hotel/Pe........,._ Petjlllanan Dlnaa Dalam Kota 

PEJABAT 1188&1.0l'I U/IJIGGOTA DPR.D 

WEDA Oran• ' Hl\ri 400.000 
WEOA SELA'rAN Oran• I Han 400.000 
WEOATENOAH Orann I Han 400.000 
WEOA ITTARA Orana I Hari 400.000 
WEOATIMUR Oran• I Han 400.000 
PATANl Oran•' Han -l-00 000 
PATANJ BARAT Oran• I Hari 400 000 
PATANI UTARA Oran .. ' Han 400.000 
PATANl TIMUR Onm• I Hari 400.000 
l'\JI.AU GEBI': Orana I Han 500000 

Billya Bot.1/hncl,napllll Petjalaoan Dlnaa Dalam Kota 
P&JABAT HOAJtA/POIPD'fAII DPR.D/S&KI>A 

WEOA OH I 000 000 
WEDA SELA.TAN OH 1.000.000 
WEOATENGAH OH 1000000 
WEOAUTARA OH 1 000.000 
WEOA'llMUR OH 1.000 000 
PATANl OH 1.000.000 
PATAN! BARAT OH r.ooo 000 
PATANIUTARA Oil 1000.000 
PATANI TIMUR OH J.000.000 
P\Jl.AU GEBE OH 1000000 



tJ1L'1A.W BlAYA/JA&A S1'UIJ'tJ[ASI SATUAJI JIARQA &lTUAll 

WEOA UTARA • WEDA TIMUR os, I 000000 
WEOA UTA.RA • PATANl OK I 500.000 
WEDA UTARA • PATA.NI BA.RAT OK I zso.ooo 
WEDA UTARA • PATANl UTARA OK 1.750 000 
WEDAUTARA PATANI TIMUR 01\ 2.000.000 
WEOA UTA.RA· GEBE OK 3.500.000 

WEOA TIMUR· PATANl OK I 000.000 
WEDA TIMUR· PATANl BARAT OK 750 000 
WEDA TIMUR· PATANI UTARA OK I 250 000 
WEDA TIMUR· PATANI TIMUE OK I 500. 000 
WEDA TIMUR · m:01:: 01' 3.000.000 

P!ITANI - PATANI BARAT OK 500 000 
PATANl·PATANlUTARA OK 750.000 
PATANI • PATANl TIMUR OK I 000 000 
PATA.NI GEBE OK 2.000 000 

PATANI BARAT • PATANl UTARA OK 500.000 
PATANI BA.RAT· PATANI TIMUR OK 750.000 
PATANI BARAT GEBE OK 2 500.000 

PATANI UT.<\RA • PATANl TIMUR OK 500 000 
PATANl UTARA • OEBE OK 2.500 000 

PATA.NI TIMUR· GEBE OK 3 ()()() 000 

Tranaport 1<e Kecamatao Penllp&an Untult PejAN1 ••irva dan 
X.tua DPKD 

WEDA OK 750.000 
W!::OA • WEOA SEI.ATAN OK 1.500 000 
WEDA • WEDA TENOAH OK 1.650.000 
WEOA • WEDA UTARA OK 2 .000.000 
WEDA • WEDA TIMUR OK 2.500 000 
Wt,;DA • PATANI BARAT OK 3 000.000 
WEDA • PATANl OK 3.200.000 
WEDI\ • PATANT UTARA OK 3 500.000 
WEDA • PATANI TIMUR OK 4 000. 000 
Wt,;DA· GEBE OK 5.000.000 

\VEDA St,;LATAN • WEDA TENGAH OK 3.000 000 
WEDA SELATAN • WEDA UTARA OK 3.500.000 
WEDA SEI.ATAN • WEDA TIMUR OK 4.000.000 
WEOA SELATAN • PATANl BAAAT OK 4.500 000 
WEDA SELATAN • PATANI OK -1750.000 
WEOA SELATAN • PATANI UTA.RA OK 5.000.000 
WEDA SELATAN • PATANl TIMUR OK 6 500.000 
WEDA SEl.ATAN • GEBE OK 5.500.000 

WEDA TENGAH • WEDA UTARA OK 3.600.000 
WEDA TENOAH • WEDA 'TIMUR OK 4 100.000 
WED!\ TENO.>\H • PATANI BARAT OK 4.650.000 
WEDA TENOAH • PATANI OK 4.850.000 
WF.DA TENGAH • PATANI UTARA OK 5.000.000 
WEDA TENGAII • PATANl TIMUR OK 5.650.000 
WEOA TENGAH • GEBE OK 6.650.000 

.. 



01lA1AJI IIIAYA/JA&A 8l'E8lnXAlQ BATtlAJI ILUtOA IU.TtlAJI 
Wl:DJI lITARA • W£0A TIMUR OK 13'1""" 

WEDA lITARA • PJITANI OK ., 000 000 
WEOJI lITARA • PATAN'I BARAT OK I 7<VI nnn 
WEDJI UTARA • PATANI UTARA OK l ~= 000 
WEOJI lTl'ARA PJITANI TIMUR ox '> 7nn- 
WEDJI lTI' ARA GEBE Ok 4 700000 

WEDA TIMUR • P/\T/\NI OK ' "llc.n -- 

WEDJITIMUR P/\TANI tlARAT Ok. ,-- 
WEDA TIMlfR • PATANI UTARA QI.'. •.1=000 
WEDA TIMUR· PATANI TIMUE OK ~ nnn nnn 
WEDA TIMUI> • 0··0e QI.'. 4 nnnooo 

PJITANl • PJITJINI BARAT OK 675""" 
PATANI • PATAHI UTARA OK 1.000.000 
PATANI • PATANl TIMUR QI: I JCA 000 
P/\TAHI OEllt: OK l 7/V\ 000 

PATANI BARAT PATANI lTl'ARA no.' t, 750 000 
PATANI BARAT PJITANI TIMUR ..... 1.000000 
PATANl 0•0•T • OEllt: ~L 3 lSO 000 

PATANJ UTJIRA · PATANI TIMUR rw 6.750 000 
PATANJ lTl'ARA GEBE OK J 350.000 

PATANJ TIMUR ·· Of:BE ,.,. 4 000.000 

1'..,....port Lokal (Aatu De.a) Kb,..... Apant )'IUIC hrt,ac,,a 41 
lraca.mataA yaac lNt,sen.,...tan Npe.U fXanto• Ceme•, Ua!t 
hlelraeoe hlmla (1JPT) pe'- D!Daa/lldaa 41 &ocamatan). 

WEDA "K 350000 
WY.DA SEJ.ATAN ox 350.000 
W£DAnNGAH ox 350 000 
WEOA lTI' ARA OK 350.""" 
WEDJITIMUR OK 350000 
PATANl OK 350 000 
PJIT,&MI BARJ\T ...... 350000 
PATANI •~ARA OK 350000 
PATI\NI TIMUR OK 350000 
Of.Rf. QI.' 500000 

Trua,-t Lob! KAIJet:eo 1' ... Karaac liul I Jua UntaJI . 
- • ••- {IJ1Jl'A.TI •no WAJDJ. IJUP.t.n ._ llteaaa DJ'IU>I 

I.VF.DA OK 750""" 
WY.DA SELATAN OK 750~ 
WFOA TENG<\H ox 750000 
WEOAUTARA OK 750000 
Wl-:OATIMUR OK 750- 
PATANI OK 750000 
l'ATANl BARAT OK 150~ 
l•ATAHI lTl'ARA OK 750""" 
PAT A"" TI!o!UR OK ?"-" 000 
QIN>£ ox •.ooo nnn 

.. 



PEJABAT PARAF 

SEK DA ~ 
ASISTEN II o-: 
KABAO HUKUM DAN HAM ~ 

KEPALA BPKAD ~ 

IKRAM M SANGAOJI 

U1tAlAJf 111A Y Al JASA I 8Plt81'1KA8l 8ATUA1f IIAJtGA SATUAB 
T ...... port Lokal Kapt&n Y&nl Ku.nu,1 dui 8 Jam Uo.tuk 
Behun P-.Jab«.t Jfopn I~ DP1U>, A.lllf, PTT) 

WEDA OK 350 000 
WEDA SELATAN OK 350.000 
WEDATENOAH OK 350 000 
WEDA UTARA OK 350.000 
WEDA'MMUR OR 350.000 
PATANl OK 350.000 
PATANI BARAT OR 350.000 
PATANl ITTARA OK 350.000 
PATANl TIMUR OK 350000 
GF:BE QI.'. 500000 

Vane Buiao Poodidlbo dao Pelatlh&n (DIXLAT) Dalam Rota 

WEDA OH 130 000 
WEDA SELATAN OH 130.000 
WEDATENOAH OH 130.000 
WEOAUTARA OH 130.000 
WEDA'MMUR OH 130 000 
PATANl OH 130000 
PATANI BARAT OH 130.000 
PATANI UTARA OH 130 000 
PATANI TIMUR OH 130000 
PI.ILAU O EBE ,u 130 """ 

Uaac Buiaa Porjalao.,. Diru.. Dal&m Kota Uatuk PoJ.i...t 
lfepra, Pejabat Dural>, DP1U> daa Apan.tw Blpil 

WEDA OH 350.000 
WEDA SELATAN OH 350.000 
WEDATENGAH OH 3"" 000 
WEDAUTARA OH 350.000 
WEDATIMUR OH 350000 
PATANI OH 350.000 
PATANl BARAT OR 350.000 
PATANl UTARA OH 350.000 
PATANI TIMUR OH 350.000 
MJLAU GEBE OH 350.000 

Uang Representase BUPATI DAN WAKIL BUPAT1 OH 125 000 
l'erjnlnnan Dinas Dalam 
L'••• 
Uang Represeruase OPRD/ESELON rt OH 75000 
Perjalanan Dinas l)ala!n ...... 

.. 



Pf:.JASAT PARAF 

SEKDA II'- 
ASISTEN II (!....- 
KABAO HUKUM 01\N HAM ~ 

KEPALA arKAD ~ 

IKRAM M. SANOAD,ll 

I•••••••• ••••l••••••-• ,M .. No•oo••••-J 

NIP .. 

Pcnggunn Anggamn SKPD 

Rp .. 
Rp .. 
Rp .. 

Dnotaplcan stjumlah 
Yang t~lnh dibavrulcan -=mu.I.a 
Si,,n kurnnR/ lcb!h 

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNO 

( ) 
Ni • 

( , 
Nt • 

&ndl\hnru Pcnge.luu11.n 

.•••.•••••• , 111nggnl, bulan, tahun 
Telah m~nerlmo jumlnh UIUllJ &ebcsar 
Rp , . 

Tclah dibAvnr sc,juminh 
Rp . 

No. Pl::RINClAN 011\YA JUMLAH KETEAANOAN 
I 
2 
J 

" 5 
6 
7 
8 

Rn 
T<'T'llilano 

Lan11J1ran SPPD No"'ar 
TWt(l(J<Jl 

RJNCJAN BIA YA PERJALANAN DTNAS 

PERATURAN BUPATI IIALMAHERA TENOAH 
<12 TAHUN 2023 
I AOUSTUS TAHUN JO.:l3 
PEDOMAN PELAKSANMN PERJALANAN DINAS 1)1 LINGKUP PEMERINTAII 
KABUPATEN HALMAlleRA TENGAH 

LAMPIRAN Ill 
NO MOR 
TANOOAL 
TENTANO 

.· 



PEJABAT PARAF 

SEK.DA I"- 
AS!STEN U ~ 

KABAO HUKUM DAN HAM ~ 

KEPALA BPKAD :!>\ 

!KRAM M. SANOADJI 

J •.•••.• ···-·-···· .•••..•• ·•·•·•· ) 
Nip. 

( ••••. ·-' ..••.•...••..• ······-··· ..•••... J 
Nip. 

···-··-···· tanggal, bu.Ian tahun 
Pelaksana SPO 

Mrngetahui, 
Pnngguna Angganu,/Kepala SKPD 

Dcmikian pernyaraaa ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunaken sebagaimana rnestinya 

2. Jumb\h uang tersebui pada angka J di aras benar-benar dikcluarkan untuk pelaksanaan Pc,jalanan 
Dinas dirnaksud dan apabila dJ kemuclian ban terdapar kclcbihan mas pcmbavaran, kami bersedia 
untuk rnerryeterkan keleblhan tersebur kc Kas Dattah/Ncgam 

No. URJ\11\N JUMI.Afl 

R1>. 
rer1>uw1q 

J. B,aya dibawah m, ywig hdak dapa: d,peroleh bukh·bukll pengeluarnnnya, m.-lipun 

/Jerdnsarkan Sumi Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal , dengan mr >.mm menyatakan c/engw, 
dengon sesunggu/Jnyn balu...a 

Yong berro11d11 Wnf}<ln dibmoo/1 inl· 
Noma 
NTP 
Jabatar» 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAII 
42 TAHUN 2023 
l AGUSTUS TAHUN :.!023 
PEDOMAN PEL.AKSANMN PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAfl 
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 

L.AMPIRAN IV 
NOMOR 
TANOGAL 
TENTANO 

.· 

DAFTAR PNGELUARAN RIL 


